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Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan 

ABSTRAK: • Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat, serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pelayanan pada 

badan hukum Perkumpulan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap tata cara 

permohonan pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya 

status badan hukum perkumpulan. 

• Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Staatsblad 1870 Nomor 64; UU No. 39 Tahun 2008; 

UU No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 

2024. 

• Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum 

Perkumpulan. Pengesahan Perkumpulan dilakukan Menteri. Pengesahan Perkumpulan 

tersebut harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan. Pengajuan 

pemakaian nama Perkumpulan dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

CATATAN: • Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2025. 

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan 

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

• Lampiran file: 12 hlm. 

 


